
Menimbang : a.

Mengingat :1.

b.

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR  9 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat {5} Peraturan Pemerinta}r

Nomor 11 Tahun 2CIL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

menyatakan bahwa pola karier instansi ditetapkan oleh PPK;

bahwa untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri

Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara, perlu menetapkan Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri

Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturarl

Gubernur tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

C.

2.
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Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 549a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerall {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4

Nomor 244, Tawrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telall diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O

Nomor 245, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 65731;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Afi Nomor 63, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tah:un 2A2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun2AL9 tentang Penilaian

Kinerja Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahut 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2L Nomor 2A2,Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan

Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah {Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Norrlor 80 Tahun 2015 tentang Pё mbentukan PrOduk Hukum

Dacrah(Bc五ta Negara Republik lndOnesia Tahun 2018 Nolrnor

157);

10。 Peraturarl Mente五  Pendayagunaan Aparatur Negara dan

ReforFnaSi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 2018

tentang Nornenklatur」abatarl Pelaksana Bagl Pegawai Nege五

Sipil di Lingkungan lnstarlsi Pcコmerlntah (Be五 ta Negara

Republik lndOnesia Tahun 2018 Nomor 1273);

11.Peraturan Mente五 Pendttagunaan Aparatur Negara dan

Refo■■■■asi Birohasi Republik lndonesia NoIIIor 26 Tahun 2020

tentang Pedomalll Evaluasi Pelaksmaarl Reformasi BirOkrasi

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 NoFr10r 442);

12.Peraturan Menteri Pendttagunaan Aparatur Negara dan

Refommasi Birokrasi Republik lndonesia NomoF 22 Tahun 2021

tentang Pola Karier Pegawal Negeri Sipil(Be五ta Negara

Republik lndonesia Tahun 2021 NoJmor 256);

13,Peraturan Cubemur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan

Orgarlisasi Badarl Daerah dan lnspektorat Daerah Provlnsi

Sumatera Utara{Berita Dacrah Pro宙nsi sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 40)sebttalrnana telah diubah beberapa

kali terakhtt dengan Peraturarl Gubernur Nolmor 15 Tahun

2020 tentang PcЩ bahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan

Orgarlisasi Badarl Daerah darl lnspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara(Beriね Daerah PrOvinsi Sumatera Utιra

Tahun 2020 Nolrlor 15);

14, Peraturan Gube...ur Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perplndahan Pegawal Negerl Sipll Di Lingkungan Pemerintah

Pro宙nsi Sumatera Utara(Berita Daerah Pro宙 nsi Sumatera

Utara Tahun 2019 Nolrnor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN POLA KARIER

PEGAWAI NEGERI SIPIL・

Menetapkan :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyerenggaraan uflf,san
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun lg41.

3- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan rirusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai Gubernur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah Provinsi.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah
warga negara Indonesia yallg memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat $rB
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

B. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

4
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pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manqiemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9 - Karier adalah pengembangan pegawai secara individu
dalam jenjarrs iabatan/pangkat yang dapat dicapai selama
pengabdiannya sebagai pNS .

10- Pola Karier PNS adatah pora dasar mengenai urutan
penempatan dart/atau perpindahan pNS daram dan antar
posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

11. Jabatan adala]: kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pNS

dalam suatu satuan organisasi.

12. Jabatan Pimpinan Tinggr yang seranjutnya disingkat Jpr
adalah sekelompok Jabatan tinggr pad.a instansi
pemerintah.

13. Pejabat Pimpinan Tinggr adalah pNS yang menduduki Jpr.
L4. Pejabat Pimpinan Tingg"r pratama adalah pNS yang

menduduki Jabatan pimpinan tingkat pratama pada

Pemerintah Daerah.

15. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pNS yang
menduduki JPT pada Kementerian/ Lembaga d.an

Pemerintah Daerah Provinsi.

16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan

dan pemba.ngunan.

17. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki JA pada

instansi pemerintah.

18. Pejabat Administrator adalah PNS yang bertanggung jawab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

19. Pejabat Pengawas adalah PNS yang bertanggung jawab

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh

pejabat pelaksana.
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Pejabat Pelaksana adalah pNS yang bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan perayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan F\rngsionar yang selanjretnya disingkat JF adalatr
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarka:r pada
keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional adalah pNS yang menduduki JF pada
instansi pemerintah.

standar Kompetensi Jabatan pegawai Negeri sipil yang
selanjutnya disebut standar Kompetensi Jabatan pNS

adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku
yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas
Jabatan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahua::, keterampilan, dan
sikaplperilaku yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan yang spesilik berkaitan dengan bidang
teknis Jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit
organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahllan,

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat d.iamati,

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan,

etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus
dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh

hasii kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan

secara vertikal, horizontal, mau.pun diagonal menurut
struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan

serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan Formasi

seluruh rlabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit
kerja pada setiap Instansi Pemerintah.



31.

28.

29.

30.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. pen5rusunan pola karier;

b. pelaksanaan pola karier;

c. penga\Masan dan pembinaan pola karier; dan

d. pelaksana harian dan pelaksana tugas

BAB II

PENYUSUNAN POLA KARIER

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pola Karier

Pasal 3

Ruang iingkup Pola Karier, meiiputi:

a. jenis jabatan;

b. profil PNS;

e, standar kompetensi jabatan PNS;

d. jalur karier; dan

7

sistem Merit adalah kebiiakan da:r manqiemen ASN yang
berdasarkan pada kuarifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar d.engan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu dan
telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan dan termasuk
dalam kelompok rencana suksesi.

Manajemen Talenta pegawai Negeri sipil disingkat
Manajemen Talenta pNS adalah Manajemen Talenta pNS

Instansi.

Manajemen Talenta PNS Instansi adalah sistem manajemen
karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangar,
retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk
menduduki Jabatan target berdasarkan potensi dan kinerja
tertinggi melalui mekanisme uji dan penilaian yang
dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk
memenuhi kebutuhan Instansi pemerintah.



e. tltgas serumpun .

Pasal 4

Jenis Jabatan yang ditetapkan daiam pola Karier sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:
a. JPT;

b. JA; dan

c. JF.

Pasal 5

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap pNS

yang terdiri atas:

a. data personal;

b. kualifikasi pendidikan;

c. rekamjejakjabatan;

d. kompetensi;

e. riwayat pengembangan;

f. riwayat hasil penilaian kinerja;
g. pendidikan dan pelatihan;

h. usia; dan

i. informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 6

Standar Kompetensi Jabatan pNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c berisi paling sedikit memuat informasi tentang:
a. nama jabatan;

b. uraian jabatan;

c. kode jabatan;

d. pangkat/kelas jabatan;

e. kompetensi teknis;

f. kompetensi manajerial;

g. kompetensi sosial kultural;
h. ukuran kinerja jabatan; dan
i. kr.ralifikasi pendidikan.



nles qeFs ue>IBUBS>leleuI III€IEp urEI €rrrBs nlBs ]BJe uBlrB>IJeq

Eue.,t r{Braep 1e>18ue-rad eped ueleqel ueundurrq r{EIEpB q

Jrunq (1) 1e,,(e eped pns>Ierurp eueune8eqas undutn"ias se8nl (g)

'ugdrsrp ueeurqrued uep efteuq uerclrued 'f
uep luuleqelelad 'l

irsusrue8;o rnplnrls uBp 1go;d 'q

lueleqef ueuep8ued '3

lueleqel sEIe{ 'J

ief,ral eseura
le.m.e8ed go-rd 'p

i-raueq ueeurqruad uep rsualadruoq ue8uequa8uad 'c

lruSV rsualedruo>I repuels 'q

lueleqep 1go-rd uep rse{Ursepl/undu:n-r 'sruef 'e

:n1rc,('-rar-rey e1o6

rnsun- rnsun rlndr1aur tglpas Eurpd (1) p,(e eped pns>Ieurp

eueu.ne8eqas JaTJEX ue8ueqrua8ue6 BuBcuad ueunsn(ued (Z)

'ue>1n1.iadrp 8ue,( ue>lrpipuad rseqgrien{

uep 'ue1re>1.raq Eued rsualadrrrol 'undurn-res se8nl 'q

uep lyp nBlB Jdf
a>I ,{;, rrep rlenca>1 ue8unqrueuisa>iraq Sued rarre>I uelnJn 'B

: uB>{rlEqJarreur

ue8uap r3rJE{ ue8uequa8uad BuBOueJ unsnr{ueur gdd (f )

S IBSEd

JorrBX elod ueunsn(ua6

Bnpey uer8eg

Jdf nBlB 'df 'Vf >loduloia4 JEIUB 'puo8erp 'c

uep ltr4p nBlB '.{;, 'V1, >1odruo1a>1 n}Es urBIEp Ip 
,1e4r1raa .q

rulue undneur

1;6p nele '.{f 'Vf 4odulole>1

qodurole4 nlus urBTBp Ip 'lvluozytoq 'B

:{n}ueqreq ledep SNd rerrey EIod

'F8ull qlqel Bue,t ueluqu!

Brulas Suef treleqe1. 8ue[ue[ uped {IBq

ledep Euert uBlEqE1' rsrsod rrBSElurI r{EIBpE

urepp pns>Iernlp er:eup8eqas rerrey rrqef

Euufusl undneur

sNd qelo InIEIIp

p Jrunr{ t IESpd

{乙)

Z IBSed

一Ｌ

6



10

tugas umum peme五ntahan, terdi五 atas 9(sembilan)
rumpun/klaSiFlkasi yaitu:

a.mmpun layarlan administrasi meliputi himp■ lnan jabatan

pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urLLSan

peme五ntahan bidang layanan adnlinistrasi;

b. rumpun perencanaan, pengendalian, dan pengawasan

meliputi h壺npunan jabatan pada perangkat daerah yang

menyelengggarakan  urusan  pemerintahan  bidang

perencanaan,pengendalian dan pengawasan;

c.rtlmpun kepegawaan mettputi himpunarl jabatarl pada

perangkat  daerah yang rrlenyelenggarakan  unlsan

peme五ntahan bidang kepegawalan;

d.rLlmpun kesttahteraan rttat meliputi himpunan jabatan

pada  perangkat  daerah  yang  merasakan  urusan

pemetttahan bidang kettahteraan rattat;

et rumpun perllle五 ntahan lneliputi himpunall jabatm pada

perarlgkat daerah yang IIlenyelenggar〔 懇an urusaJrl bidallg

perFle五ntahan;

i rLlmpun sarana dan prasarana ineliputi hiinpunaniabatan

pada perangkat daerah yang menyelenggttakan urLLSan

pemettntahan bidang sarana dan prasarana;

g.rumpun perekonomian meliputi himpunan jabatarl pada

perangkat  daerah  yang  menyelenggarakan  urtlsan

peme五ntahan bidarlg perekononlian;

ho rLIInpun sosial budaya meliputi hilnpunan jabatan pada

perangkat  daerah  yang  menyelenggarakan  urusan

pemerintahan bidang sosial;

i.rumpun sumber daya alam meliputt himpunan jabatan

pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urLLSan

pemerintahan bidang sumber daya alarn。

(4}Ketentuan lebih l額 電ut mengenai tugas serumpun
sebagalmana dilnaksud pada ayat(3)ditetapkall dengan

Keputusan Gubelntlr.



１
■

l1

Bagran Ketiga

Pola Karier Horizontal

Pasal 9

Pola Karier Horizontal sebagaimana dimaksud dalam pasal Z
ayat (2) huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi
jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dilakukan melatui
mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar
kelompok JA, JF, atau JpT.

Perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain
pada kelompok JA dengan memperhatikan penjrusunan
renca.na pengembang€uf kerier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8.

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar
Instansi Pusat dan Instansi Daerah, Instansi Daerah dengan
KabupatenlKota untuk paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun.

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1O

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berpindah

horizontal ke dalam JPT Pratama lainnya sesuai

persyaratan Jabatan.

Mekanisme perpindahan antar JPT dilaksanakan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

secara

dengan

sesual

Pasal 11

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

horizontal ke dalam JF Ahli Utama

peraturan perundang- undangan.

berpindah secara

dengan ketentuan

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

岬
．〕

Pasal 12

(1) JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan

kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
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(2)Perpindahan」 F ke JF lain sebagaimana diFnakSud Pada ayat

(1)meliputijettang Jabatan dan angka kredit yang setara.

(3)Perpindahan JF ke」 F lain yang setara dapat dilakukan dalam

satu atau lintas rLlmpun/klasiflkasi」 F.

(4)Perpindahan 」F ke JF lain yang setara sebagairnana

diェnaksud pada ayat(1)diakukan dengan memperhatikan

kebutuhtt orgarlisasi darI Peta」 abatan serta nlelalui ltti

kompetensi.

(5)Ч i kOmpetensi sebagailnana dilnaksud pada ayat (4)

dilaksarlakan oleh lnstansi Pembina」 F.

Pasal 13

(1)JF dapat berpindah ke JA sesuaijettangJabatan,kualiflkasi,

kompetensi,dan syarat」 abatan.

(2)」F Ahli Utama dapat berpindah secara horizOntal ke dalam

JPT Pratarna sesud dengan ketentuan peraturarl perundang―

undangan.

Pasal 14

(1)Perpindahan karier horlzontal bagi JA ke JF yaitu:

ao Administrator dapat berpindah secara hor■ zontal ke

Fungsional Ahli Madya;atau

b. Pengawas  dapat  berpindah  secara  hOrizontal  ke

Fungsional Ahtt Muda.

(2)Dalam hal kondisi tertentu perpindahan karier dapat

dilakukan melalui lrrlekanislne penyetaraan sesuai dengan

kctentuan peraturarl perundang― undang狙 .

Bagiarl Keempat

Pola Karier Vertikal

Pasa1 15

(1)P01a Karier Vertikal sebaga■ marla dimaksud dalaIII Pasa1 7

ayat(2)huruf b mempakan perpindahan dari satu posisi

jabatan ke posisi jabatarl lain yang lebih tingぎ dilakukan

mclalui promosi・
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(21 Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
bagi:

a. JA dalam satu kelompok JA;

b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF
kategori keahlian; dan

c. JPT dalam satu kelompok JpT.

Pasal 16

(1) Promosi dalam JA sebagaimana dimaksud dalam pasat 15

ayat (21huruf a dilakukan sesuai dengan kelompok rencana
suksesi atau melalui seleksi internal.

{21 Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan bagr:
a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau
b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan pengawas.

(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada a3rat (2) dilaksanakan
sepanjang memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan
kualifikasi, kompetensi, syarat jabatan dengan
memperhatikan tugas serumpun, kebutuhan organisasi dan
peta Jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

(U Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal kenaikan
jenjang JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam hal kenaikan jeqiang Jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Fungsional dapat berpindah dari
jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi
dalam satu kategori JF nya.

Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke

kategori keahlian dalam satu mmpun/klasifikasi JF yang
memiliki tugas dan fuagsi yang safira.

Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan pada Instansi
Daerah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat
jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta jabatan

yang telah ditetapkan.

(2)

(3)

(4)
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(4)

(1)

(2)

(3)

１
■

(2)

PaSa1 18

Promosi ke dalalln JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2) hurtlf c dilakukan septtang lrlemenuhi

persyaratanjabatan Jfrlelalui rencana suksesi,seleksi terbuka

atau  berdasarkan  ketentuan  SisteFn  MeHt  dengan

memperhatikan kebutuhan organisasi.

Paabat Pirrlpinan Tinggi Pratama pada lnstarlsi Pusat darl

lnstansi Daerah dapat berpindah secara vertikal ke dalam

」PT Madya pada lnstansi Daerah.

Perpindahan secara vertikal sebagaiinana diFnakSud pada

ayat(2)dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan

kualiFlkasi,  kOmpetensi,  dan  syarat  Jabatan  dengan

memperhatikan kebutuhan organisasi.

Rencarla suksesi, seleksi terbuka, dan ketentuan Sistem

Merit sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksarlakan

sesuai dengan ketentuan peraturarl perundarlg― undangan.

Bagian Kettma

Pola Karier Diagonal

Pasa1 19

Pola Karier Diagonal sebagallnana dilnaksud dalarn Pasa1 7

ayat(2)hur■lf C mempakan perpindaharl dari satu posisi

Jabatan ke posisi 」abatan laln yang lebih tinggi tidak

berdasarkan garis lni,melalui promosi atau mekanisme

pengangkatan dalaIIl」 F.

Perpindahan karier diagonal sebaga■ mana dilnaksud pada

ayat(1)dilakukan bagi:

a.JA ke JF;

b。 」F ke JA;

c.」A atau JF Ahli Maψa ke dalaFn JPT Pratama;atau

d。 」F Ahli UtaFna ke dalaFn JPT Maゥ a.
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Pasal 2O

(1) Perpindahan karier diagonal bagi JA ke JF sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a yaitu:
a. Administrator dapat berpindah secara diagonal ke

Fungsional Ahli Utama;

b. Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional
Ahli Madya; atau

c. Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke
Fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan.

t2l Perpindahan karier diagonar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melatui mekanisme perpindahan,
penyesuaixrlinpassing atau promosi dalam JF, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 1

Perpindahan karier diagonal bagi JF ke JA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b yaitu:
a. JF kategori keterampilan atau JF Ahri pertama dapat

berpindah secara diagonal ke Jabatan pengawas; atau
b. JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan

Administrator.

Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada

ayat t1) dilakqkan melalui mekanisme penugas€rn pada

Jabatan di luar JF, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 22

Perpindahan karier diagonal JA atau JF Ahli Madya ke dalam
JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam pasal L9 ayat {zl
huruf c dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka,
sesuai ketentuan peraturan perundang* undangan, d.engan

memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan

Jabatan, dan kebutuhan organisasi.

Perpindahan karier diagonal JF Ahli Utama ke dalam JpT

Madya sebagaimana dimaksud dalam Fasal 19 ayat (2) huruf
d dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka,

１
■

(2)

(1)

(2)
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sesuai ketentuan peraturan perundang-und,angan, dengan
memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan
Jabatan, dan kebutuhan organisasi

BAB III
PELAKSANAAN POLA KARIER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

{1) Pola Karier PNS dilaksanakan atas dasar prinsip:
a. kepastian;

b. profesionalisme;

c. transparan;

d. integritas;

e. keadilan;

f. nasional; dan

g. rasional.

(2) Kepastian sebagaima:ra dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu
Pola Karier harus menggambarkan kepastian tentang arah
alur karier yang dapat ditempuh oreh setiap pNS yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu Pola Karier harus dapat mendorong dan peningkatan
kompetensi dan prestasi kerja pNS.

(4) Transpararl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yaitu Pola Karier harus diketahui oleh setiap pNS dan memberi
kesempatan yang sama kepada pNS yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan dalam ketentuan peratura:r
perundang-undangan.

(5) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu
karier seseorang dapat meningkat jika mempunyai rekam
jejak yang baik.

(6) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu
membErikan kesempatan kepada pNS yang memenuhi
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standar Kompetensi Jabatan pNS untuk mend.ud.uki Jabatan
yang lebih tinggi.

(7) Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf f yaitu
bahwa Pola Karier PNS dapat mendorong persatuan melalui
rotasi dan mutasi antar instansi baik pusat maupun daerah
sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(8) Rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu
sesuai kebutuhan masing-masing instansi untuk mencapai
visi yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Pola Karier dilaksanakan sebagai bagian dari sistem
Manajemen Talenta dan Sistem Informasi ASN.

PPK melaksanakan pengisian Jabatan berd.asarkan renca,na

Pola Karier yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Pola Karier JPT

Pasal 25

Pengisian JPT Pratama dan JPT Madya untuk Jabatan yang
lowong dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) dapat dikecualikanjika Instansi Daerah telah menerapkan
sistem Merit dalam pembinaan pNS dengan persetujuan
Komisi Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga

Pola Karier JA

Pasal 26

Pengisian JA dilakukan untuk Jabatan Administrator,
Jabatan Pengawas, dan Jabatan pelaksana.

Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
den8an kolompok rfinffina ouksesi atau melalui sereksi

１

ェ

(2)

１
■

(2)

(1)

(2)



(2)

(3)

(4)

１
■

(2)
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internal, berdasarkan prinsip sistem Merit sesuai d.engan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (u dilaksanakan sesuai dengan kelompok rencana
suksesi, berdasarkan prinsip sistem Merit melalui
pengangkatan Calon pegawai Negeri Sipil.
seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat {21
dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Tim
Penilai Kinerja dengan persetujuan Komisi Aparatur sipil
Negara.

Pasal 27

Pengisian Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud
dalam Pasar 26 ayat t1) d,apat dilakukan melarui jalur
percepatan Sekolah Kader.

Sekolah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jenis pengembanga"n kompetensi bagi calon-
calon kader pimpinan yang bertalenta dan berkinerja tinggi di
Instansi Daerah.

Bagran Keempat

Pola Karier JF
Pasal 28

Pengisian JF dilakukan melalui pengangkatan pertama,
perpindahan Jabatan, penyesuaianf inpassing, dan promosi
dalam Pola Karier Horizontal, pola Karier vertikal maupun
Pola Karier Diagonal.

Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanga-n.
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BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN POLA KARIER

Pasal 29

(1) Setiap tahun perangkat daerah yang membidangi

kepegawaian melakukan pelapor.ur pembinaan pola Karier

PNS Daerah kepada Gubernur.

(2) Laporan pembinaan Pola Karier sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam pemantauan

dan evaluasi penerapan manajemen karier di Instansi Daerah.

(3) Laporan pembinaan Pola Karier Instansi Daerah disampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri pendayagunaarl

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan

Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara,

dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

BAB V

PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3O

Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas sebagaimalla dimaksud dalam pasal 25 dan pasal

26 tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil
pengisian dalam Jabatan, PPK dapat menugaskan pejabat

Pemerintahan sebagai Pelaksana Harian atau pelaksana

Trrgas.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penugasan Pelaksana Harian dan pelaksana Tugas dapat
ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan sementara
atau berhalangan tetap.

Bagian Kedua

Kriteria Pelaksana Harian dan pelakseula TUgas

Pasal 31

(1) Penugasan Pelaksana Harian atau pelaksana Tugas

dilaksanakan atas dasar:

１
■

(2)



20

a- ditugaskan oleh pejabat pemerintaha, dj atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

(,21 Pelaksanaan tugas rutin sebagaimana d.imaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:

a. Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari
pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

b. Pelaksana T\rgas yang melaksanakan tugas rutin dari
pejabat definitif yang berhalangan tetap.

{3) Pelaksana Harian atau pelaksana Tugas tidak berwenang
untuk mengarnbil keputusan dan/atau tindakan yang
bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status
hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan arokasi
anggaran,

{41 Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} merupakan keputusan
dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti
penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja
pemerintah.

(5) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu melakukan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

(6) Pelaksana Harian dan pelaksana T\rgas memiliki kewenangan
melaksanakan tugas sehari-hari pejabat defenitif sesuai
dengan ketentuan peraturan perund.ang-undangan.

Pasal 32

(U Penugasan Pelaksana Harian dan pelaksana Trrgas dapat
diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan:
a. JPT Pratama;

b. Administrator;

c. Pengawas; atau

d. Pejabat Fungsional.

tzl PNS yang diberikan penugasan pelaksana Harian atau
Pelaksana TUgas harus memenuhi persyaratan:

a, memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tuges
yang akan dilaksanakan;



つ
４

b. memiliki jenjang Jabatan setara atau satu tingkat rebih
rendah dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan;

c. berkinerja baik paling kurang serama 2 (dua) tahun
terakhir; dan

d. berusia paling tinggi L (satu) tahun seberum batas usia
pensiun dalam Jabatan yang ditugaskan.

(31 Pejabat fungsionar dapat diberikan penugasan peraksana

Harian da:r pelaks€rna T\rgas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
a. Pejabat fungsional jenjang Ahli utama dapat ditunjuk

sebagai Pelaksana Harian atau pelaksana T\.rgas Jpr
Pratama atau JpI Madya.

b. Pejabat fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk
sebagai Pelaksana Harian atam pelaksana Thgas Jabatan
Administrator atau JpT pratama.

c. Pejabat fungsional jenjang Ahri Muda dapat ditunjuk
sebagai Pelaksana Harian atau pelaksana Tugas Jabatan
Pengawas atau Jabatan Administratar.

d. Pejabat fungsional jenjang Ahli pertama dapat ditunjuk
sebagai Pelaksana Harian atau pelaksana T\rgas Jabatan
Pengawas.

(41 Dalam har tidak terdapat pNS dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf b, penugasan
Pelaksana Harian atau pelaksana Thgas dapat diberikan
kepada PNS dengan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi
dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskaa.

(5) Penunjukan dan kewenangan pelaksana Harian dan
Pelaksana T\-rgas bagi Jabatan sekretaris Daerah dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagran Ketiga

Mekanisme Penugasan Pelaksana Harian

dan Pelaksarla Tugas

Pasal 33

Penugasan Pelaksana Harian atau Pelaksana T\rgas dilakukan
oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Perintah

T[gas.

Pasal 34

Penugasan Pelaksana Harian ditetapkan untuk waktu paling

singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 3O (tiga puluh) hari.

Pasal 35

(U Penugasan Pelaksana T\rgas ditetapkan untuk waktu paling

singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 {tiga} bulan.

{21 Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui

dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, pelaksana

T\rgas dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1

(satu) kali penugasan.

(3) Penetapan tugas, kewenangan, dan fasilitas Pelaksana Ttrgas

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan T\rgas Pelaksana Harian dan Pelaksana Ttrgas

Pasal 36

(1) Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas melaporkan
pelaksanaan tugas kepada PPK atau pejabat yaflg

memberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal

33.

{21 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.
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BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, Pelaksana

Harian atau Pelaksana Tugas yang sedang melaksanakan tugas

agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur

ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 2 Maret 2422

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal L6 Maret 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR

Salinm Sesutt Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

HENRY R.K.KELOKO
Pembina Tk.I(IV/b)
NIP。 196912291991031006
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